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Pasal 106

(1) objek KSPI meliputi:

a. Barang Milik Daerah yang berada pa.da Pengelola

Barafl& atau

b. Barang Milik Daerah yang berada psda Pengguna

Barang.

(2) Objek KSPI atas Barang MiUk Daer8h meliputi:

a, tanah dan/atau bangunan;

b. sebagisrt tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 107

Jangt<a waktu KsPl atas Barang Milik Daerah paling

lama 50 (lima pufuh) tahun aejak Frjanjian
ditandatanssni dan dapat diperpanjang.

Jangka walrttr KSPI atas Barang Milik Daerah

scbagaimana dimakeud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati.

Jangka walfir KSPI atas Barang Milik Daerahdan

perpaqiangafl sebagsimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam perjanjian KSPI atas Barang Milik

Daerah.

Pasal lOE

(l) Perpanjangan jangka waLhr KSPI atas Barang Milik

Daemh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat

(3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi govemment

force "'ajeurc, seperti dampak kebijakan pcmerintah

yang diaebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi,

politik, sosial, dan keamanan.

(1)

l2l

(3)
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(2) Perpatljangan jangka wal<hi KSPI atae Barang Milik

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

permohonannya paling lama 6 (cnam) bulan setelah

govemment forcc majeure terjadi

Pasal 1O9

Hasil dari KSPI atas Barang Milik Daerah terdiri ates:

a, barang hasil KSPI berupa. infrastrulrhrr beaerta

fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang

diperoleh dari yang dit ntukan peda saat perjanjian

dimulai (daubaclQ.

Fembagian ataa kelebihan keuntungan sebagaimana

dirnelreud peda ayat (1) huuf b merupakan

penerimaan pemerintah daerah yang harus disctorkan

ke rekening l(as Umum Daerah.

hsal 110

Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan

lceuntungan (dauho$ ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan

lclanuba.dl s€bagaimana dimaksud pada ayat (U

dilakukcn dsngan mcmpcrtimbenglran hasil kajian dari

Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupa.ti.

Ferhitrmgan pembagisn kelebihan keuntungan

lclatubdcr| scbaggimana dimaksl'd pada ayat (1)

ditakrrk n dengan mempertimbangkan antara lain:

a. nil,ai investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSPI;

c. risiko yang ditanggung mitra IGIPI; dan

d. karaktcristikinfraatruktur.

(1)

(21

a

(3)



(1)

Pasd 111

Infrastrulfirr yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas

Barang Milik Daerah beruPa:

a, bangunan konstruksi in&astruktur beserta sarana

dan prasarana;

b. pengembangan infiastruktur berupa penambahan

dan/atau peningkatan terhadaP kapasitas,

kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur;

dan/atau

c. hasil penyediaan infrastruttur berupa pcnanbahan

dan/atau peninikatan terhedaP kapasitas,

kuantitas dan/atau kualita8 infrastruktur lainnya.

Mitra KSPI men5rerahkan irfrastruktur yang menjadi

ha8il kegiatan KSPI atas Barang Milik Daerah

Bebagaimana dimaksud Pada ayat (l) sesuai perjanjian

atau pada saat berakhimya perjanjian'

Fenyerahan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2)

dilakukan oleh mitra KSPI atas Bareng Milik Da€rah

kepada PJPK.

Pasal 112

PJPK menyerahkan Barang Milik Daerah yang ditcrima

dari mitra KSPI atas Barang Milik Daerah scbagaimana

dima&8ud d,lFr'' Pa8al 111 ayat (3) kepada BuPati.

Barang hasil KSPI atas Barang Milil. Daerahberupa.

infrastrulrtur bescrta fasilitaenya menjadi Barang Milik

Daerahscjak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Paeal 113

Ketentuan mengenai tata cara KSPI atas Bamng Milik

Dacrah pada pengelola barang dan pengguna barang sesuai

ketentuan PeBturan Pcrundang-Undangan.

o
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(3)
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Pasal 114

Pengelola Barang melakukan pcnatausahaan atas

pclakeanaan KSPI atas Bsrang Milik Daerah yang

b€rada pada Fengelola Barang.

Pcnguna Barang melakukan penatausahaan atag

pelaksanaan KSPI atss Barang Milik Daerah yang

berada pada Pengguna Barang.

PaEal 115

(f) Mitra KSPI metraporkan accsra tertulis hasil penyetoran

pendapatan daereh atas KSPI kepada Bupati sesuai

perjanjian dcngan dilampiri buki penyctoran

pcndapatan daereh.

(2) Bukti pcnyctoran daerah scbagaimana

dimaksud pada ayet (U merupekan dokuscn sumber

pelaksanaan penatausahaan KSPI.

Pasal 116

D"lar hal mitra KSPI tedambat melakukan

pembayaran atau melakukan pembayaran namun

tidal scsuai dengan ketentuan atas pembagien

keuntungan KSP! mitra KSPI atas Barang Milik Daerah

wajib mernbayar denda aebagaimana diatur ddaE

naeeah perjanjian.

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1) dtlakukan melalui PenJretoran ke Rekening l(as

Umum Daerah.

a

o
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Pasal 117

(fl Dalam hal Barang Milik Daerahyang menjadi objek
KSPI tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan
pada perjanjian, mitra KSPI memperbaiki sampai pada
kondisi eesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Perbaikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) harus
sudah selesai dilaksanakan paling temlq1 pada saat
berakhimya masa I(SPI atas Barang Milik Daerah.

a

Pasal 118

(U Dalam hal Barang Milik Daerah yang menjadi objek
KSPI hilang selama pelalsanaan masa XSPI akibat
kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib
mengganti oliek dan haril KSPI dengan barang yang
so'na atau tnrang yang sejenis dan sctara.

(2) Pensantian Barang Milik Daerah scbagaimana
,rir''rLErrd pada ayat (l) harua sudah selemi
dilalsanakan paling lambat pada saat tera*Itmya
KSPI.

Pasal 1f9

(1) Dalam hal perbaikan dan/atau pengantisn Barsng
Milik Daerah sebagaimana dtnatsud daleri pasal ll7
dan Pasal 118 tidak dapat dilakukan, mitra I(spI
membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian
trrscbut secara hnai.

(2) Fenentuan besaran biaya sebagaimana ,ttrnetrsud pada
ayat (1) ditetapkan oleh pJpK



Pasal 12O

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119

ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekcning

Kas Umum Daerah paling Iama I (satu) bulan terhitung

sejak adanya penetapan sebagaimana dirnaksud

dale"'pnral I 19 ayat (2).

Pasal 121

Mitra dikenataa sanksi administratif berupa suret teguran

dalam hal:

a. belum melakukan perbeikan dan/atau pengantian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 12O

pada saat berakhimya KSPI; atau

b. belum menyerahkan Barang Milik Daerahyang menjadi

objek KSPI dan/atau haeil pemanfaatan pada saat

berakhimya KSPI.

Pa8a7 122

Dalam haf perbaikan, penggantiEn, dan/atau
penyerahan Barang Milik Daerah

dimaksud dale'" Pasal 12O belum dilakukan terhitung

I (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran

dimaksud delern Pasal 121, mitra

dikenakan sanksi administratif berupa surat
peringatan.

Dalam haf perbaikan, penggantian, dan/atau
Barang Milik Daerah belum dilakukan

terhitung 1 (bulan) sejak ditcrbit*annya eurat

peringatan scbagaimana dirn.ksud pada ayat (1), mitra
dikenakan sankei administratif berupa denda

Bebaaaimsna diatur dalprn naskah pcrjanjian.

(1)

121
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BAB I)(

PENGAMANAN DAN PEMEUHARAAN

Bagian Fertana

Pengananart

Pasal f23

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa

Pengguna Barang wajib metrakukan pengafllanan

b€rang milik daerah yang berada delaft

Penguasaannya.
(2) Pengamanan Barang MiliL Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), meliputi:

a. pengamanan frsik;

b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hulum.

Pasal 124

(l) BuI*i kepcmililsan Barang Milik Daerah wajib disimpan

dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bul*i kepemilikan Barang Milik Dacrah

dilakukan olch Pengelola Barang.

Pasal 125

Bupati dapat menetapkan kebijakan aeuransi atau
pertanggungan dal,am ranqka pengamanan Barang Milik
Daerah tertcntu dengan mempcrtimbangkan kemampuan

keuangan daErah.

Pasal 126

(f) Fergananan Barang Milik Daerah rcbagaimana

6irrr16p4 .lelcm Pasal 123 ayat (2) metputi:
a. Pengamansn tanah;

b. Hung dan/atau bangunan;

c. Pengamanan kendaraan dinas;

a

P

I - zz :r-:rr.r I---- Ir 'J-:

--- 
-



(21

(3)

d. Pengamanan rumah negara;

e. Pengamanan Barang Milik Daerah berupa barang

persediaan;

f. Pengamanan Barang Milik Daerah seLain tanah,

gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan

barang persediaan yang mempunyai dokumen

berita acara serah terima; dan

g. Pengamanan Barang Milik Daerah berupa barang

tak berwujud.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengaman.rn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan Bupati.

PenJrusunan peraturan Bupati mengenai tata cara

pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 127

Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Daerah

dar/atau Barang Milik Daerah dalam penguasaan

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa

Pengguna Barang b€rtanggungiawab atas

pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam

penguasaannya,

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas Barang Milik

Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah

untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua

Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik

dan layak serta siap digunaka-n secara berdaya guna

dan berhasil guna.

(1)

(21

(3)
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(4) Dalam rangka tujuan scbagaimara dimaksud pada

ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaal€n

anggaran belanja pemeliharaan dafam jumlah yang

cukup,

Biaya perneliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dirnaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan
pemanfaatan dcngan pihat lain, biaya pemeliharaan

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra
p€manfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 128

?ata cara Barang Milik Daerahscsuai

peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMI,AIAN

Pasal 129

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam

rangka penyrsunan neraca pemerintah daerah,

penanfaatan, atau pemindahtanganan.

(2) Fenilaian Barang Milik Daerah rbagaimana dimaksud

pada ayat (f) dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan datam bentuk pinjam pekai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka

penyusulran neraca pemerintah daerah dilakukan

dengan berpedoman pada Stardar Akuntansi

Pemerintahan (SAfl.

(4) Biaya yang diperlukan dalam ranr&a penilaian Barang

Milik Daerah dibebankan pada APBD.

(s)

(6)

o
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(3)

(4)

Pasal 13O

Penilaian Bara-ng Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan dalam rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintsh; atau

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalal Penilai selain Penil,ai Pemerintah yang

mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota

asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai

wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

diperoleh dari hasil penilaian meqjadi tanggung jawab

Penilai.

Pasal 131

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau

bangunan dalam rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang

ditetapkan oleh Bupati, dan dapat meubatkan Penilai

yang ditetapkan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

panitia penalsir harga yalg unsurnya terdiri dari

Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

(4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai

wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

ao

).



(s)

(6)

Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh Fengguna Barang tanpa melibatkan

Penilai, maka hasil penilaian Barang Milik Daerah

hanya merupakan nilai taksiran.

Hasil penilaian Barang Milik Daerah aebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 132

(f) Datam kondisi tertentu, Bupati dapa.t melakukan

penil,aian kembali dafam rangka koreksi atas nilai

Barang Milik Daerah yang tclah ditetapkan ,lelqm

Neraca Femerintah Kabupaten.

(2) Fenilaian kembali, sebagaimana dirnpksud pada ayat

(1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan

kcuangan s€Buai Standar Akuntan8i Pemcrintahan

(SAf) yang metodc penil,aiannya dila.ksanakan scsuai

starldar penitraian.

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai
Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan

kebiiakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan

bcrpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku

sccara nasional.

(4) Ketentua[ pemerintah yang berlaku Eccqra nasional,

sebagaimana di'naksud pada ayat (3) adalah kebijakan

yang ditctapkan oleh pcmerintah untuk seluruh entita8

Pemerintah Kabupaten.

a
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BAB XI

PEMINDAI{TANGANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

hsal 13il

Barang Milik Daerah ya.ng tidak dipcrlukan bagi

penyelenggaraan tutas pemerifltahan daerah dapat

dipindahtangar*an.

Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah

meliputi:

a. penjualan;

b. tukar mcnukar;

c. hibah; atau

d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasd 134

(11 Dalem rengka pcmindahtanganan Barang Milik Daerah

dilakukan penil,aian.

(2) Dikeflalikan dari ket€ntuan sebaaaimana dimrlcsud

pada ayat (1), untuk pemindahtanggnan delern $61guk

hibah.

(3) Fenilaian Ecbagaimana rlimsksrrd peda ayat (1)

dilqkarnrkF"r untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 135

(U Pemindahtanganan Barang MiliL Daerah yang

dilakukan eetelah mendapat p€rsctujr.ran DPRD untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. sctrain tansh dan/atau bngunan yang bernilai

lebih dari Rp 5.0Oo.o0O.O0O,- 0ima miliar rupiahl,

o
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(2) Feroindahtanganan Barang Milik Daerah bcrupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dirnelrsud peda ayat

(U huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,

apabila:

a. sudab tidak sesuai dcngan tata ruang wilayah atau

penataafl Kabupaten;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah diseiliqksn dal,am

dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegarai negeri sipil pemcrintah

daerah lhbupetcn;

d. diperuntukkan bagi kepcntingan umum; atau

e. dikuasai pernerintah daerah berdasarkan

keputusan pengadilan yang tel8h memiliki

kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan

lctentuan perundang-undangan, yang jika statu8

kepemilikannya dipertahankan tidak layak sccara

ekooomis.

Pasal 136

Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai

dengan tata ruang wilayah atau penataan IGbupat€n

sebagaimana dimaksud dalam Passf 135 ayat (2) hurul
a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau
bangunan dirnqkcud tcrjadi pcrubahan peruntukan

dan/atau fungsi kawasan wilayah.

Tanah dan/atau yang tidak scsuai dengan

penataan l(abupatensebagaimana dimaksud pada ayat

(1), perlu dilaknltr"r lrnyesuaian yang berakibat pada

perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

o
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Pasal 137

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah disedia-kan dalam dokumen

penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat

(2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah

bangunaa yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan

untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tana-h

yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggamn

yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pasal 138

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c, adalah:

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori

rumah negara/ daerah golongan III;

b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut
perencanaan untuk pembangunan

perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah

Kabupaten.

Pasal 139

(l) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan baai

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam

PaBaI 135 ayat (2) huruf d,adalah tanah dan/atsu

bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang

menyangkut kepentingan bangsa dan negara,

masyarakat luas, ralryat banyak/bersama, dan/atau

kepentingal pembangunan, termasuk diantaranya

kegiatan pemerintah daerah dafam [ngkup hubungan

persahabatan antaja negara/daerah dengan negara

lain atau masyarakat/ lembaga internasional.

!
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(2) Ihtegori bidarry kegiatan sebaAaimana ,timak$d pqda

ayat (l) antam lain sebagai berikut:

a. jalan umum termasuk akees jalan scsuai peraturen

perundangan, jalan tol, dan rcl kereta api;

b. saluran air minum/air bersih dan/atau Baluan

pcmbuangian air;

c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan

lainnya, termasuk saluan irigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat kcschatan

meryarakaq

e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau

tcrminal;

teapat ibadah;

sckolah atau lembaga pendftlikan non komersial

pasar umum;

fasilitas pemakarnan umum;

fasilitas keselamatan umum, antara lain tangul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan hin-lain
bencana;

k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

m. staaiun penyiaran radio dan televisi bescrta sarana

pendukungnya untuk lembaga pcnyiaran publik;

n. kantor pemerintah, dacrah, perwakilan

ncgara asing, Pcrserikatan Bangsa-Bangse, dan

lembaga intcmasional di bawah nauntan

Perserikatan Bangsa-Bangsa;

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan I&polisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengen tugaa

dan fungsinya;

p. rumah susr:n aederhana;

q. tempat pcmbuangEn sarnpah untuk umum;

r. cagar alam dan cagar budaya;

s. promosi budaya nasional;

t. pertafianan untuk umum;

f.

s.

h.

i.
j.
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u. panti Eosial;

v. lembaga pemasyarakatan; dan

w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi

tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya

yang merupalen satu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan.

Pasal 14O

Pemindahtanganan Barang Mitik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

135 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah

mendapat pcr8ctujuan Bupa.ti.

Pasal 141

Pemindahtanganan Bamng Milik Daerah seliain tanah

dan/atau bangunan yang bernil,ai sampai dengan Rp

5.0OO.0OO.O0O,OO 0ima mili& rupiah) dilakukan oleh

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Pemindahtanganan Barang MiliL Daerah selain tanah

dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp

S.O0O.OOO.O0O,0O (lima miliar rupiah) ditah*an qLh

Pengelola Bamng setelah mendapat per8ctujuan DPRD.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganen

dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan

penyertaan modal.

Nilai scbagaimana dirnksud pada ayat (1) dan ayat (2)

nilai perolehan untuk pcmindahtanganan

dalam bentuk hibah.

Usul untuk mempcroleh persetujuan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh

Bupati.

o

(1)

(21

(3)

(4)
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{6) Usulan percetujusn Bcbagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dil,akukan per tiap usulan.

Bagian kedua

Penjualan

ParagrallGBatu

Prinsip Umum

Pasal 142

(1) Penjualan Barang Milik Daerah ditaksanalen dengsn

pertimbangan:

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang

bcrlebih atau tidsk digunakan/dimanfaatkan;

b. sccara ekonomie lebih menguntungkan bagi daerah

apabila dijual; dan/atau

c. sebagai pelaksanaan ketcntuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Barang Milik Daerah yanA tidak

diguna*sn/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah Barang Milik Daerah yang tidak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugag

dan fungsi FeranglGt Daerah atau tidak dimanfaatlan

oleh pihak lain.

Pasal 143

(l) Fenjualan Barang Milik Daerah dilakukan secsra

lelang, kecuali dalam hal tertcntu.
(2) Irlan& sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah

penjualan Barang Milik Da€rah yang terbuka untuk
umum dengan pcnawaran hatga secara tertulis

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi.

ItL-=.-_.
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(3) l,elang sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang

dan di hadapan pejabat lelang.

(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

b. Bararg Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih

lanjut oleh Bupati.

(5) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus,

sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a adalah

barang-barang yang diatur secara khusus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

antara lain yaitu:

a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada

penghuninya yang sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;

2. Wa}il Bupati;

3. Mantan Bupati; dan

4. Mantan Wakil BupaLi.

(6) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu :

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan

untuk kepentingan umuml

b. tana}l kavling yang menurut perencanaan awal

pengadaannya digunakan untuk pembangunan

perurnahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah

Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercantum

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggamn (DPA);

c. selain talah dan/atau balgunan sebagai akibat

dari keadaarr kahar lfore majeurQ;

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain

ya-ng dijual kepada pihak lain pemilik tanah

tersebut;

aa
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e, hasil bongkaran bangunan atau bangunan yant

akan dibangun kembali; atau

selain tanah dan/atau balgunan yang tidak

memiliki bukti kepcmilikan dengan nilai wajar

paling tingi Rp I.OOO.OOO (satu juta rupiah) per

lmit.

Pagal 144

Dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah

dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Dikecualikan dari ketentuan Bcb atrana dimaksud

pada ayat (1) adalah bagi pcnjualan Barang Milik
Daerah bcrupa tanah yang diperlukan untuk
pembangurran rumah susun scderhana, yang nilai
jualnya ditctapkan oleh Bupeti berdaaarkan

pcrhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penitaian sebagatnana dirnaltsud pede eyat (1)

dilakulen sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 129

ann Pasal l3O.

Penentuan nilai dalam rangka penjualan krang rnilik

daerah sccara lelang sebaAaimana dimaksud dalam

Pasal f43 ayat (l) dilakukan dengan memperhitungkan

faktor penyesuaian.

Nil*i scbagaimafla dimaksud pada ayat (a) merupekan

limit/batasan ter€ndah yang diaampaikan kepada

Bupati, scbagai dasar petretapan nilai timit.

Nilai limit/batassn tcrendah aebagairnana dimaksud

pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan

dilelang.

Nilai limit sebagaimsna dimaksud pada ayat (6)

ditetapkan oleh Bupati selaku pcnjual.

(U

l2tC

a

(3)

(4)

{s)

(6)
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l2l

(3)

Pasal 145

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama,

dilakukan lelang ulang sebanyak l(satu) kali.

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ularg.
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak laku diiual, Pengelota Barang menindaklanjuti

dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,

penyertaan modal atau pemanfaatan.

PengeloLa Barang dapat melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas Barang Milik
Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 146

(1) Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau

bangunan yang tidak laku diiual pada lelang pertama,

dilakukan lelang ulang sebarryak 1 (satu) kali.

Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukar peniLaial ulang.

Dalam hal setelah pelaksanaar lelang ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual,

Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan

tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan

modal.

Pengelola Barang dapat melakukan kegratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas Barang Milik

Daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah

mendapat persetujuan Bupati untuk masing-masing

kegiatan bersangkutan.

(41

(2t

(3)

(4)
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(5) Dalam hal penjualan tanpa lcla4& tukar menukar,

hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka depat

dilakukan pemusnahan.

Pasal f47

(1) Hasil peqiualan Barang Milik Daerah wqlib disctorkan

seluruhnya ke rekening Kas Umum Da€rah.

(2) Dalam hal Barang Milik Dacrah berada pada Badan

lalranan Umum Daerah mata:

a. Pendapatsn daerah dari penjualan trarang rnilik

daerah dalam rangka pcnyelenggaraan peleyanan

umum sesuai dengan tugas dan fungoi Badan

Layanan Umum Dacrah merupakan penerimaan

daerah yang disctorkan scluruhnya ke rekening kas

ILadan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan Barang Milik
Daerah dalprn rangka selain penyelenggaraan tuga8

dan fungsi Badan layanan Umum Daerah diEetor

seluruhnya ke rekening aesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Objek Per{ualan

Pasd 148

Objek penjualan adalah Barang luilit f,)gs1ah yang

berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang,

meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. sclain tanah dan/atau banguan.

Penjualan Barang Milik Daerah bcrupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana di"naksud pada ayat (1) huuf
a dilakukan dengan pcrEaratan sebagei bcrikut:

a

(U

l2l
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a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yal<rti secara

ekonorais lebih menguntungkan bagi daerah

apabila Bararg Mitik Daerah dijual, karena biaya

operasional dan pemeliharaan barang lebih besar

dari pada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik

Daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a antara lain:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak

sesuai dengan tata ruang wilayah;

lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan

tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas

pemerintahan daerah;

tarah kavling yarlg menurut awal perencanaan

pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan

perumahan Pegawai Negeri Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Rawas;

bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain;

ateu

b.

c.

d.

e. Barang Milik Daerah yang menganggur (idle) tidak

dapat dilakukan penetapan status penggunaan

atau pemanfaatan.

(4) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara

ekonomis lebih menguntungkar bagi pemerintah

daerah apabila Barang Milik Daerahdijual, karena

biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih

besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan

l{
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c. memenuhi persryaratan yuridis, yakni Barang Milik
Daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

(5) Persyarataa teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a antara lain:

a. Barang Milik Daerah secara fisik tidak dapat

digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis

apabila diperbaiki;

b. Barang Milik Daerah secara teknis tidak dapat

digunakar lagi akibat modernisasi;

c. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan

dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam

spesifrkasi al<ibat penggunaan, seperti terkikis,
hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan

dimanfaatkan karena mengalami pengurangan

dalam timbangan / ukuan disebabkan penggunaan

atau susut dalam penyimpanan atau

pengangkutan.

Pasal 149

Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang

menurut awal lrcrencanaan pengadaannya diperuntukkan

bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah

daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 143 ayat (6) huruf b dilakukan dengan

persyaratan:

a. pengajuan prermohonan penjualan disertai dengan

bukti perencalaan awal yang menyatakan bahwa

tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan

perumahan Pegawai Negeri Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Rawas; dan

b. penjualan dilaksartal<arl langsung kepada masing-

masing Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan olch Bupati.

t\
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t2l

Pasal 15O

Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan

bermotor dinas operasional dapat dilaksalakan apabila

telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling

singkat 7 (tujuh) tahun.

Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan,

untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan

bermotor rusak berat dengan sisa kondisi lisik setinggi-

tingginya 30 o/o ltlga plrluh perscn), maka pcnjualan

kendaraan bermotor dapat dilakuksn sebelum berusia

7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilalrukan sebelum

berusia 7 (tujuh) tahunsebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari

instansi yang berkompeten.

Pasal 151

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penjualan

pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara

pelaksanaan penjualan pada Pengeoloa Barang dan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3

(1)

(2t

94

)



(1)

t2l

Pasal 152

Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Kendaraan

Perorangan Dinas Kepada Fejabat Negara dan Mantan

Fejabat Negara ditetapkan dalam Feraturan Bupati.

Fenetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara

Fenjualan Kendaraan Pcrorangan Dinas Kepa.da

Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (fl l]erpedoman

pada ketcntuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat

Trrkar Menukar

Pasal 153

Tlkar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan

dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan opemsional

penyelenggaraan pemerintahan;

b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

'I\kar menukar sebageimana dimaksud pada ayat {11

ditempuh apabil,a pemerintah daerah tidak dapat

menyedialGn tanah dan/atsu bangunan pengganti.

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabila Barang MiUk Daerah bcrupa tanah

dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan

tata ruang wilayah atau penataan Kabupaten;

b. guna menyatukan Barang Milik Daerah yang

lokasinJra terpencal

c. dalam rangfu pelaksanaan r€ncana strategis

pemerintah pusat/pemerintah daerah;

(1)

(21

(3)
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(4)

d. guna mendapatkan/msmbcrilian akses jalan,

apabil,a objek tukar menukar adalah Barang Milik
Daerahberupa tanah dan/atau bangunan;

dalr/atau

e. tdah ketinggatan teknofogi scauai kebutuhen,

kondisi, atau ketentuan perahrran pcrundsngi

undangan, apabila objek tukar menukar adalah

Barang Milik Dacrah selain tanah dan/atau
Uangunan.

I\rkar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan

denBan pihak:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Ussha Milik Negara/Daerah atau badan

hukurn 'nitik pemerintah lainnya yang dimiliki

negara;

d. Pemerintah Desa; atau

e. Swasta;

Ss,asta sebagaimana dirnsksud pada ayat (a) huruf e
adalah pihak swasta, baik yang berbcntuk badan

hukum maupun trrorangsn.

Pa8af f54

(l) Tukar menukar Barang Milik Daerahdapat berupa:

a, tanah dan/atau bangunan yang tclah diserahlqn

kepada Bupeti;

b. tansh dan/atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang; dan

c, sclain tanah dan/atau bangunan.

o

(s)

a
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(3)

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang

masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi Penguna Barang, tetapi tidak scsuai dengan

tata ruang wilayah atau penataan l(abupaten.

T\:kar mcnukar sebaAaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakeanakan oleh Pengelola Barang.

Pasd 155

Tukar menukar dilekrqqakglr setelah dilakukan kajian

berdasarksn:

a. aspek telmis, antara lain:

1. kebutuhafl Pengelola Barang/Pengguna Barang;

dan

2. Bpesifikaoi bsrang yang dibutuhkan;

b. aapek ekonomie, antara lain kajian terhadap nilai

barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang

pengganti;

c, aBpek lruridis, antara lain:

1. tata ruarlg wilayah dan pcnatasn Kabupaten; darr

2. buldi kepemitikan.

Pasal 156

Elcrdasarkan kajian scbagaimana dirnaksud dalam Pasal

155 terhadap Barartg Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan, Bupa.ti dapa.t memberikan altematif bentuk lain

pengelolaan Barang Milik Daerah atas permohonan

persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Fengelola

Barang/ Penguna Barang.

4i "', I
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Pasal 157

Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:

a. barang sejenis; dan/atau
b. barang tidak sejenis.

Barang pengganti utama tukar menukar Barang Milik
Daerahberupa tanah, harus berupa:

a. tanah; atau

b. tanah dan bangunan.

Barang pengganti utama tukar mearukar Barang MiliL
Daerahberupa bangunan, dapat berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

c. balguran; dan/atau
d. selain tanah dan/atsu bsnglrnan.

Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap

aigmatan pada tanggal penandatanganan pcrjanjian

tukar menukar atau Bcrita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 158

Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling

sedikit scimbang dengen nilai wqlar Barang Milik
Daerah yang dilepas.

Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada

nilai wajar Barang Mitk Daerah yang dilepas, mitra
hrkar menukar wajib menyetorkan ke rekeaing l(as

Umum Daerah atas sejumlah s€lisih nilai antara nilai
wajar Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai
barang pengganti.

Penlrctoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum Bcrita Acara Serah Terima (BASI)

ditandatangani.

o

(3)

(4)

(U

(21

a

(3)

t



a

(a) Sefsih nilai sebagainana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 159

(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan

mitra tukar menukar membangun bangunan barang

pengganti, mitra tukar menular menunjuk kon8ultan

lrcngaq,as dengan persetujuan Bupati berdasarkan

pertimbangan dari Ferangkat Dacrah terkait.
(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupekan badan hukum yang bergprak di bidang

Pengapasan konstruksi.

(3) Biaya konsultan lJengawaa scbagaimana dimaksud

pada aya.t (1) mer{adi tangung jawab mitra tukar
menukgr.

PaBaI 160

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setclah

mendapat persctujuan Bupati sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 161

(1) Ifttentuan mengenai tata cara pelaksanaan tukar

menukar pada Fengelola Barang dan Pengguna

Barang, perjanjian dan berita acara hibah ditctapkan

dalam Peraturan Bupati.

(2) Penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara

pelaksanaan tukar menuliar pada Fengelola Bamng

dan Pengguna Barang, pedanjian dan berita acara

tukar menukar sebagaimana rlimeksud dalam ayat (1)

berpedoman pada ketcntuart peraturan

undangan.

o
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Bagian Kelima

Hibah

Pasal 162

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilelarkan dengan

pertimbangan untuk kepentingan:

a. sosial;

b. budaya;
g. kgagamaaq;

d. kemanusiaan;

e. pendidikan yang bersifat non komersial;

f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/
pemerintahan daerah.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah

scbagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f adslah

termasuk hubungan antara pemerintah puEat dan

pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah

daerah dengan masyarakat/lembaga int€masional, dan
pelaksanasn kegiatan yang menunJang

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat

atau pemerintah daerah.

Pagal 163

Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila

memenuhi pers8.aratan:

a. bukan merupakan barang rahaaia negara;

b. bukan barang yang menguasai hajat

hidup orang banyak; atau

c. tidak lqgi dalam penyelengaraan hrgas

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Scsala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan

hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak pencirna

hibah.

a
(r)
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Pasal 164

(1) Barang Milik Daerahyang dihibahksn wajib digunakan

sebagaimana kercntuan yang ditetaplGn dalam naskah

Hibah.

(2) Hibah scbagaimana dinaksud pada ayat (1)

dilaksana.kan oleh Pengelola Barang.

Passl 165

(f) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lcmbaga

keagiamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga

pendidikan yang bcrsifat non komcrsial

berdasarkan alta pendirian, anggaran

dasar/rumah tanga, atau pemyataan terhris dari
instansit knis yang kompeten bahwa lembaga yang

bersanglutan adalah sebsgsi lembaga dimaksud;

b. pemerintah pusat;

c. pemerintah daerah lainn5ra;

d. Pemerintah Desa;

e. pemrangan atau masyarakat yang terkena b€ncaDa

alam dengan kriteria masyaratat berpenghasilan

rendah (MBR) sesuai ketentuan pcraturan

perundang-undangan; atau

f. pihak l,ain sesuai ketenhran peraturan perundang-

undangan.

(2) Femberian hibah kepada pemerintah desa

sebagsimana dimakBud pada ayat (1) huruf d
dilakukan dalam hd Barang Milik Daerah berskala

lokal yang ada di desa dapat dihibahkan

kepemilikannya kepada desa-

o
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PaEal 166

(l) Hibah dapat berupa:

a, tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

kcpada Bupatii;

b. tanah dan/atau yang berada pada

Pengguna Bamng; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang scbagaimana dtnaksud pads ayat (f)
huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang

dari awal pengadaannya direncsnakan untuk
dihibahkan Eesuai yang tercantum dalam Dokumen

Felaksanaan Angaran (DPA).

(3) Barang Milik Daerah sclain tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c meliputi:

a. Barang Milik Daerah sctrain tsnah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadaannya untuk
dihibahkan; dan

b. Barang Milik Daerah eelain tanah dan/atau
bangunan yang lebih optimal apa.bila dihibahkan.

(4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan

aebagaimana dirhaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Bupati.

Pasal f67

Felaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan

yanS dafi awal pengadaanya dircncanakan untuk
dihibahkan sebagaimana dimaksud daf.'. Pasal 166 ayat

(2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan Peraturan

Pen:ndang-undangan.

o



(1)

t2l

Pasal 168

Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan Hibah pada

Pengelola Bararg dan Pengguna Barang ditetapkan

dalam Peratuian Bupati.

Penetapan Perahnar Bupati mengenai tata cara

pelaksanaan Hibah pada Pengelola Barang dan

Pengguna Barang hibah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerint€-h Daerah

Pasal 169

Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang

Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian,

pengembangan, dan peningkatan kineda Badan Usaha

Milik Negara/Daerah atau badan hukurn lainnya yalg
dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

pertimbangan sebagai berikut:

a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya

sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan

hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka

penugasan pemerintah; atau

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola

oleh Badafl Usaha Milik Negara/Daerah atau badan

hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang

sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaal modal pemerintah daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

(1)

l2l

(3)

103



o

(a) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 yaa telah disertakan dalam penycrtaan modal
pemerintah daerah kepeda Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang

dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan

mengikuti ketentuan p€raturan perundsng-undangan.

Pasal 17O

(1) Fenyertaan modal pemerintah daerah atas Barang

Milik Daerah dapat berupa:

a- tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan

Bupati.

b. tanah dan/atau barAunan pada Fengrma Barang;

atau

c. aelain tanah dan/atau bangunan.

(21 Pen]rertaan modal pemerintah daerah atas Barang

Milik Daerah scbagaimana dimahud pada ayat (l)
diloksanalen oleh Pengplola Barang setclah mendapat

percctujuan Bupati, sesuai bata8 kewenangannya.

Pasal 171

{l} Fenetapan Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai

modal pemerintah daerah scbagaimana dimqk8ud

dafam Pasal 17O a1rat (1) huruf a dilakukan oleh

Bupa.ti, sesuai batas kewenangannya.

o
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(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang sebagaimana dirnaksud dalam ksal
17O ayat(l) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang sejak awal pengadaannya

direncanalran untuk dieertakan sebagai modal

Pemerintah daerah seguai yang tcrcantum delF"n

dokumen pcnganggaran, yaitu Dokumen Pelekssnaan

Anggaran (DPA).

(3) Barang Milik Daerah sel,ain tanah dan/ateu bangunan

yang berada pada Pengguna Barang eebagsimana

dimaksud dalam Pasal l7O ayat [f) huruf c, antara lain

meliputi:

a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang dari awal Fngadaannya untuk
discrtakan scbagai modal pemerintah daerah;

b. Barang Milik Daerah selain tsnah dan/atau
bangunan yang lebih optimal untuk disertakan

scbagai modal pemerintah daerah.

Pasal 172

Fenyertaan modal pemerintah daerah dilaksanatan
berdesarkan analisa keLayakan investasi mengenai

p€nyertaan modal sesuai ketentuan peraturan pcrundang-

Pasal 173

(1) Ketcntuan mengenai tata cara pelaksanaan pen)rertaan

modal pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

o
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(2) Penetapan Pcraturan Bupati mengenai tata cara
pelaksanaan penyerta,an modal pada Pengelola Barang

dan Pengguna Barang hibah sebagaimana dimakgud

dalam ayat (f) berpedoman pada ketentuan peraturan

penrndang-undangan.

BAB XII

PEMUSNAI{AN

Pa8al 174

Femusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabil,a:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dirnsnfaetl(an,

dan/atau tidak dapat dipindah tangankan; atau

b. tcrdapat dasan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 175

Pemusnahan dilaksanalcan oleh Penggr:na Barang

s€tel,ah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang

Milik Daerah peda FenSguna Barang.

Pemugnahsn dileksanakan oleh Pengelola Barang

setel,ah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang

Milik Daerah pada Pengelol,a Barang.

Felaksaflaan pemusnahan B€bagaimana tlirnalcasd

pada ayat (11 dan (2) dituangkan dalam berita acara

dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 176

Femusnahan dilakukan dengan cara:

a. dibakar;

b. dihancurkan;

c. ditimbun;

d. ditenggelaml€n;atau

(1)

(21

(3)
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e. cara lain sesuai dengan ketentuan Feraturan

Perundang-undangan.

Pasat f 77

(1) Ketcntuan tata cara pclaksanaan

pemusnahan pada Fengelola Barang dan Pengguna

Bareng ditetapkan dengan Peraturan Bupa.ti.

(2) Fenetapan Peratul€n Bupati mengerai tata cara

pelaksanaan pemusnahan pada Pengglotra Barang dan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dnlaln syal
(1) berpedoman pada kctentuan peraturan perundeng-

undangan.

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Passl 178

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Fenguna dan/atau
Daftsr Barang Kuasa Pengguna;

b. penglrapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

c. pengfuapusan dari Daftar Barang Milik Dacrah.

Pasal 179

(U Fenghapu8an dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
DaItar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana

dimaksud datram Pasal 178 huruf a, dilel<rrkqri dalem

hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

kngguna Barang.

a



(2t

(3)

Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola

sebagaimana dimaksud dalam Pasal f78 huruf b,

dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak

berada dplern penguasaan Fengelola Barang.

Fenghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c

d af<ukan datam hal terjadi penghapu$an sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan

karena:

a. Pemindah tanganan atas Barang Mililr Daerah;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upa.ya hukum

Lainnya;

c. menjalanlon ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan; atau

e. sebab lain.

Pasal l8O

(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang discbabkan karena:

a. penyerahan Barang Milik Daerah;

b. pengalihan status pengunaan Barang Milik
Daerah;

c. pemindah tanganan atas barang milik;
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum

lainnya;

e. menja.lar*an ketcntuan peraturan pcrundang-

undsngen;

f- trrmuanahan; atau
g. sebab lain.

o
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(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huflf
g merupakan yang s€cara normal dipertimbangkan
wajar menjadi penyebab penghapusan seperti:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar;

susuq

menguap;

mencair;

kadaluwarsa;

tnati; dan

seba8ai akibat dari keadaan kahar (fotw mnjeurel.

Pasal 181

Penghapusan Eebagaimana dimaksud dalam Pasal f80
ayat (l| untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna

Barang dilalcrkan dengan menerbitt(an keputusan
penghapusan oleh Pengelola Barang setelah

persetujuan Bupati.

Penghapusan scbagaimana dimaksud dalam Passl 18O

ayat (U untuk Barang Milik Daerah pada Fengelola

Barang ditakuf<an dengan menerbitkan keputusan
penghapusan oleh Bupati.

Dikecualikan dari ketentuan mendapat percetujuan

pcnghapuBan Bupati sebqgaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah untuk Barang Milik Daerah yang

dihapu8kan karena:

a. pcngalihan atatua penggunarn sebagaimana

dimatsud dalerrr Pasaf 30 ayat (f) hurul b;

b. pemindah tanganan; atau

c. pemusnahan.

c.

d.

e.

f.

s.

h.

o
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(s)

Bupati dapat mendelegasikan persetujuan

pengbapusan Barang Milik Daerahberupa barang
persediaan kepada Pengelol,a Barang untuk Daftar

Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna-

Petaksanaan atas pcnghapusan Barang Mililt Daerah

dimaksud pada ayat (f) dan ayat (4)

dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 182

(l) Ketentuan mengenai t,.ta cara pelaksalaan
penghapusan pada Pengelola Bsrang dan PenSguna

B$ang ditctapkan dcn8an Peraturan Bupati.
(2) Fenetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara

pelaksanaan penghapusan pada Pengelola Barang dan

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berpedoman pa.da ketentuan Peraturan Perundang-

BABXW

PENATAUSAHA

Bagian Kesatrr

Fembukuan

Pasal 183

(f) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan Barang Mililr Daerah yang berada di bawah

penguasaannya ke delam Daftar Berang Pengelolia

menurut penggolongan dan kodefikaei barang.

a

a
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(2) Pengguna Barang/Kuasa Penguna Barang harus

metrakukan pendaftaran dan lrncatatan Barang Milik

Daerah yang status penggunaannya berada pada

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam

Da-ftar Barang Fengguna/Daftar Barang Kuasa

Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi

bareng.

PaBaI 184

(1) Pengelola BaranS menghimpun daftar barang

Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna

sebagaimana dimaksud dalam Pasaf fa3ayat (2).

(2) Fengelola Barang menyusun daftar Barang Milik

Daerahberdasarkan himpunan daftar barang

Pengguna/daftar banng Kuasa Penguna sebagaimana

dirnsksud pada ayat (1) dan daftar barangFengelola

menurut penggolongan dan kodefkasi barang.

(3) Dalam dsftar Barang Milik Daerahsebagaimana

dimakeud pada ayat (2) termasuk Barang Milik Daerah

yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Passl 185

(1) Pengguna Barang melakul€n inventarisasi Barang

Milik Daerah paling scdikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

(2) Ddam hal Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan

konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan

oleh Feflgguna Barang setiap tahun.

o
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(3) Pengguaa Barang menyampaikan laporan hasil
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan

ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga)

bulan setelah selesainya Inventarisasi,

Pasal 1E6

Fengelola Barang melaku-kan inventarisasi barang miliL

daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang berada

dafam penguasaannya pafing sedikit I (satu) l(ali dafams

0ima) tahun.

Bagian lGtiga

Pelaporan

Pasal 187

(1) Kuasa Fengguna Barang harus menyuaun laporan

barang Kuasa Pengguna Semeateran dan laporan

barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan

kepada Penguna Barang.

(2) Pelgguna Barang menghimpun laporan barang Kuam
Pengguna Sem$teran dan Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (f) sebagai bahan penyusunan

laporan barang Fengguna aemestcran dan tahrmaa.

(3) Laporan barang Fengguna scbegaimana dirnsksud

pada ayat (2) digunalran sebagai bahan untuk
menyusun neraca Ferangkat Daerahunhrk

disampikan kepada Fcngelola barang.

Pa8al f88

(1) Fengelola Barang harus mcnlrusun laporan barang

Pengelol,a aemeateran dan laporan barang Pengelola

tahunan.

i . ,trz
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(3)

Fengelola Barang harus menghimpun laporan barang

Pengguna scmeatcran dan laporan barang Pengguna

tahunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal lSTayat

(2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) scbagai bahan lrn5msunan
laporan barang milik daerah.

Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diguna.Lan sebagai bahan untuk
menJmsun ncracs pemerintah daerah.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDAIIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal f 89

(f) Bupati menetaplan kebiia&an pengelolaan Barang

Milik Daerah.

(2) Fengelola Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaqn

Barang dalam melakukan pembinaan pengelolaan

t arang "nililr dlaerah.

(3) Fengguna Barang melakukan pembinaan pengelolaan

Barang Milik Daerah dat'm penguasaanya-

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendslian

Pasal 190

PeBawasan dan pcogcndalian pcngelolaan Barang MiUk

Daerah dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;

dan/atau

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

a

a
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Pasal l9l

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan
penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan,

dan pengamanan Barang Milik Daerahyang berada di
dalam penguasaannya.

Pelalsaraan pemarltauan dan penertiban sebagaimana

dimalsud pada ayat (f) untuk Unit Kerja Perangkat

Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Baraig dan Kuasa Pengguna Baraag dapat

meminta apa-rat pengawasan intem pemerintah untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 192

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan

investigasi atas pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik
Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,

pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik
Daerah seeuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola

Barang dengan meminta aparat pcngawasan intem
pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan

Penggunaan, pemanfaatan, dal pemindahtanganan

Barang Milik Daerah.

(21

(3)

(4)
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{3) Hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Fengelola Barang untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ket€ntuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB XVI

PENGEI'I,AAN BARANG MIUK DAERAH

PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAXAN

POI.A PENGEIOI,AAN KEUANGAN

BADAN I,AYANAN I,'MUM DAERAH

Pasal f93

Barang Milik Daerah yang aiguna*an oleh Badan

Layanan Umum Daerahmerupa&an kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan untuk menyelengaratan
lregatan Badan Layanan Umum Daerahyang

bertangkutsn.

Pengelolaan Barang Milik DaeEh scbagaimana

dirrtaL$d pada ayat (1) mempedomani ket€ntuan

peraturan perundang-undangan mengenai pcngelolaan

Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang

dikclola dan/atau dimanfaat}an aepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan pclayanan umum scsuai

dengan tugas dan fungsi Badan I^ayanan Umum

DaerahmemFdomani ketentuan peraturan perundang-

undangan mengcnai Badan Layanan Umum Daerah.

(1)
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BAB XVII

BARANG MIUK DAERAH BERUPA RUMAH NDGARA

BaAian tcsatu
Prinsip Umum

Pasal 194

Rumah negara merupakan Bamng Milik Daerah yang

dipcruntukken sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pcmbinaan serta menur{ang pelaksanaan tugas
pejabatdan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Pasd 195

(1) Bupati menet Fl.qn stetuE penggunaan golongan

rumah negara.

(2) Rumah negara sebagaimana .lirnaksud pada ayat (1)

dibagi ke datam 3 (tlga) golongan, yaitu:

a. rumah negara golongan I;

b. rumah negara golongan II; dan

c. ruEah negara golongan IIl.
(3) Fenetapan status pengunaan sebaAaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pada lrcmohonan penetapan

status pcnggunaan yang diqiukan oleh Pengguna

Barsng.

Pasal 196

(l) Rumah negara golongan I sebagaimana rlirnekrud

dalam Pasal 195 ayat (2) huruf a, adalah. rumah negara

dipergunakan bagi pemegang jabatan tert€ntu dan

karcna sifat jabatannya harus bcrtempat tinggal di
rumah tersebut serta hak penghunisnnya terbetag

s€lama pejabat yang ber€anghttan masih memegang
jabatan tertentu ters€but.

116
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l2l Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 195 ayat (2) huruf b, adalah rumah negara

yang mempunyai hubungan yang tidak dapat

dipisahkan dari suatu Perangkat Daerahdan hanya

disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil

pemerintah daerah yang bersangkutan.

Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah

rumah negara yang berada dalam satu kawasan

dengao Perangkat Daerah atau Unit Kerja, rumah

susun dan mess/asrama pemerintah daerah.

Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud

dalam Pasal lg5ayat (2) huruf c, adalah rumah negara

yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang

dapat dijual kepada penghr:ninya.

Pasal 197

Barang Milik Daerah berupa rumah negara hanya

dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau

pegau/ai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan yang memiliki Surat lzin Penghunian.

Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan

Barang Milik Daerah berupa rumah negara Golongan I

dan rumah negara golongan II dafam menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah

negfia golongan II wajib menyerahkan Barang Milik

Daerah berupa rumah negara yang tidak digunakan

kepada Bupati.

Pasal 198

(1) Surat ljin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 197ayat (1) untuk rumah negara golongan

I ditandatangani Pengelola Barang.

(3)

(4)

(1)

l2l

(3)
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(1)

t2l

(2) Surat ljin Penghunian (SIB sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 197 ayat (U untuk rumah

negara golongan II dan golongan IU ditandatangani

Pengguna Barang.

Pasal 199

Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegarvai

negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan,

hanya dapat menghuni satu rumah negara.

Penge.ualian terhadap kctentuan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila

suami dan istri tersebut bertugas dan bertemPat

tinSgal di daerah yang bertrainan.

Baaian l(edua

Pengguna,an

Pasal 2OO

(1) Barang MiliL Daerah berupa rumah negara dapat

dilakukan alih Btatus penggunaan.

Alih statua pensrmaan:

a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara

golongan I dan rumah negara golongan Il;

b. dari Pengguna Baraflg kepada Pengguna Barang

rumah negara golongan III, untuk rumah negara

golongan U yang akan dialihkan Btatusnya menjadi

rumah negara golongan IU; atau

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III

kepada Peng$ma Barang, unhrk rumah negara

golongan III yang telah dikembalikan status

golongannya menjadi rumah negara golongan II.

Pengalihan status penggunaan ecbagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakutan sctelah Grlebih dahulu

mendapatkan pcrsctujuan dari Bupati.

(21

(3)

+
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l4l Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang

milik daerah berupa rumah negara telah berusia paling

singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki ole h

pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan

fungsinya sebagai rumah negara,

Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, harus disertai paling sedikit:

a. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai

pengalihan status golongan rumah negara dari

rumah negara golongan II menjadi rumah negara

golongan III;

surat pernyataan bersedia menerima pengalihan

dari Pengguna Barang rumah negara golongan III;

salinan keputusan penetapan status rumah negara

golongan II;

salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara

golongan Il; dan

garnbat Ledger/ganbar arsip b€rupa rumah dan

gambar situasi.

(s)

c.

e.

b.

d.

(6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas

kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang

diterbitkan dalam raagka pengajuan usulan

pengalihan status penggunaan.

(7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih

status penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih

status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3oayat (1) huruf b.

Pasal 20 1

(l) Dalam hal dipcrlukan Bupati dapat mclakukan alih

fungsi Barang Milik Daerah berupa rumah negara

golongan I dan rumah negara golongan II, menjadi

bangunan kantor.

t )-
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(1)

(2t

(2) Alih tungsi Barang Milik Daqah berupa rumah negara

golongan I dan n:mah negara golongan II sebagaimana
rlirnalrstd pada ayat (f) ditetapkan dengan pcraturan

Bupati.

Pasal lO2

Ketentuan mengenai tata ca.ra pengalihan hak, tata
cara penghapusan, penatausahasn dan pengawasan

dan pengendalian Rumatr Negera diatur lebih lanjut
dengan Feraturan Bupati.

Penetapan Peraturan mengenai tata cara pengalihan

hsk, tata cara penghapusan, p€natausahaan dan
pengawasan dan pengendalian Rumah Negara Barang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X!/M

GAI{I'I RUGI DAN SANXSI

Pasal 203

(1) Setiap kerugian daerah atibat kelalaian,
penyafahgmaan/pelangaran hukum atas pengelolaan

barang milik daerah dieelesail€n melalui tuntutsn
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundsng-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibat*an kerugian daerah

eebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenatan
sanksi sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-



BAB,oX

KETEI{TUAN PENUT1JP

Pasal 2O4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Feraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Fengelolaan Barang
Milik Daerah (Lcmbaran Daerah Xabupaten Musi Rawas

Tahun 2010 Nomor 6), dice.but dan dinyatakan tidak
berlakr-

Pa8al 2o5

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal

dftmdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahutrlra, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan
p€nempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupatcn Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tansgal ..+7 .Crf+r,rrlrt ,ol3

RAU/AS,

Diundangkan di Muara Beliti
pada tansa.l ..47 Shd,st MS

SEKREf,ARIS DAERAI{

RAWAS,

I,EMBARAN DAERAH I<ABI,'PAIEN IT,IU$ RAWAS TAHI,'N M{OMOR f
NOREG PER!$URAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINST

St MATERA SEIATAN 6-tO6I2Ot9).
12t
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BABXD(

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2O4

Pada seat Feratuan Daerah ini mulai berlaku, Feraturan
Dacrah Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Fengelolaan Barang
Milik Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawae
Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku-

pasal 20S

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tsnggEl
diundangkan.

Agar sctiap oreng dapat mengetahuinya, memerintahl€n
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
pcneErpetannya dalam Lmbaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Betiti
pada tanggaf ...

RAWAS,

Diundangkan di Muara Betiti
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPAiTNMUSI RAIIIAS,

LEMBARAN DAERAH TABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 

'.. 
NOIT'OR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SEIATAN 6- 106/20 r9).
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